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ABSTRAK 

Wilmi Dwi Putri Astuti/222017202/2021/Pengaruh Independensi, Kompetensi Auditor, 

Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa 

Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan/Audit Forensik dan Investigasi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendapatkan bukti empiris serta menganalisis 

Independensi, Kompetensi Auditor, Proactive Fraud Audit. Penelitian ini termasuk penelitian 

Asosiatif. Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Badan 

Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan, Sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 

responden. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Uji 

hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara 

parsial Independensi berpengaruh siginfikan terhadap Pencegahan Fraud, Kompetensi Auditor 

berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dan Proactive Fraud Audit berpengaruh 

signifikan terhadap Pencegahan Fraud. Secara Simultan Independensi, Kompetensi Auditor dan 

Proactive Fraud Audit berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud. 

 

Kata Kunci: Independensi, Kompetensi Auditor, Proactive Fraud Audit, Fraud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kecurangan telah berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk 

Indonesia. Persaingan dan faktor tekanan yang terjadi dari sisi pemerintah, 

pelaku bisnis dan masyarakat awam tidak menutup kemungkinan akan 

mengubah perilaku bisnis kearah persaingan yang tidak sehat sehingga 

melakukan suatu kecurangan. Kecurangan biasanya dapat kita lihat dari 

laporan keuangan, setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang 

bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yang dilakukan manajemen.  

Mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk 

memberikan sebuah informasi yang meyakinkan bahwa laporan keuangan 

tersebut tidak salah saji (miss statements) yang bersifat material dan juga 

memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen terhadap 

aktiva perusahaan. Salah saji terdiri dari dua macam kekeliruan (errors) dan 

kecurangan (fraud) (Soemarso, 2018: 294). Laporan keuangan jika disajikan 

tidak sesuai dengan fakta atau kekeliruan salah saji dan penghilangan secara 

sengaja maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak kecurangan.   

Menurut Bona (2015: 2) mengatakan bahwa fraud adalah setiap 

perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan/jabatan atau penyimpangan) 

yang bertujuan mengambil (atau harta atau sumber daya orang lain/organisasi) 

melalui akal bulus, tipu muslihat, penipuan, kelicikan, penghilangan, 



2 
 

 

kecurangan, saran yang salah, penyembunyian atau cara-cara lainnya yang 

dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, yang mengakibatkan kerugian 

organisasi atau orang lain dan/atau menguntungkan pelaku.  

Pada tahun 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasi 

nilai kerugian negara yang terjadi selama tahun 2019. Berdasarkan pengamatan 

ICW selama tahun 2019 telah terjadi kecurangan negara dengan jumlah 271 

kasus, jumlah tersangka sebanyak 580 orang, jumlah kerugian negara sebesar 

Rp8,4 triliun serta jumlah suap sebesar Rp200 miliar, jumlah pungutan liar 

sebesar Rp3,7 miliar dan jumlah pencucian uang sebesar Rp108 miliar. 

Gambar I.1 

Sektor dengan Jumlah Kasus Terkorup di Indonesia 

 

Sumber: diolah dari Indonesian Corruption Watch (ICW) 
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     Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesian Corruption Watch 

(ICW) tahun 2019, dapat dilihat bahwa kecurangan lebih sering terjadi pada 

sektor pemerintah. Sektor pemerintah yang diaplikasikan oleh pemerintah 

kabupaten memiliki jumlah kasus sebesar 95 kasus, pemerintah desa sebanyak 

48 kasus, pemerintah kota sebanyak 23 kasus, kementerian sebanyak 20 kasus, 

sektor BUMN sebanyak 18 kasus, pemerintah provinsi sebanyak 16 kasus, 

Badan/Lembaga Negara 10 kasus, DPRD 9 kasus, BUMD 8 kasus dan terakhir 

penegak hukum sebanyak 6 kasus. Hal ini berkesinambung dengan jumlah 

pengaduan masyarakat terhadap kasus kecurangan, dikarenakan masyarakat 

meragukan kinerja dan kemampuan pihak yang seharusnya dapat mencegah 

kecurangan. 

Gambar I.2 

Pengaduan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan 

 

Sumber : diolah dari Laporan Tahunan KPK 2016-2019 
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Berdasarkan gambar I.2 pengaduan masyarakat provinsi Sumatera 

Selatan terkait kecurangan mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 

2016 terdapat sejumlah 384 pengaduan, lalu mengalami kenaikan pada tahun 

2017 sebesar 401 pengaduan masyarakat, namun pada tahun 2018 mengalami 

penurunan menjadi 280 jumlah pengaduan, akan tetapi pada tahun 2019 jumlah 

pengaduan masyarakat mengalami kenaikan sedikit sebesar 289 jumlah 

pengaduan. Penurunan dan kenaikan jumlah pengaduan ini membuat 

masyarakat meragukan kemampuan auditor pemerintah, karena pengaduan 

masyarakat merupakan bentuk pengawasan atas standar pelayanan publik yang 

telah ditetapkan, dan menjadi salah satu tolok ukur yang mencerminkan kinerja 

pemerintah. 

 BPKP (2008:11-12) menjelaskan secara umum kecurangan 

mengandung tiga unsur penting yang terdiri atas perbuatan tidak jujur, niat atau 

kesengajaan, dan keuntungan yang merugikan orang lain. Sementara, 

pencegahan kecurangan yang dilakukan merupakan upaya terintegrasi yang 

dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan, karena faktor 

pengungkapan sangat berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu 

kejadian fraud. Semakin besar kemungkinan fraud dapat diungkap maka akan 

semakin kecil kesempatan seseorang untuk melakukannya, sehingga auditor 

dituntut untuk tetap waspada terhadap setiap hal yang mencurigakan dan 

menujukkan adanya indikasi kecurangan. 
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Peran auditor pemerintah sangat dibutuhkan, karena sebagai pihak yang 

netral dan independen. Mulyadi (2017: 29) auditor pemerintah adalah auditor 

profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya 

melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan unit-unit 

organisasi atau pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang 

ditujukan kepada pemerintah. Adanya peran auditor diharapkan dapat 

menjalankan tugasnya secara sistematis dan kritis dalam mengaudit maupun 

dalam menemukan gejala-gejala kecurangan dalam proses pengauditan suatu 

entitas.  

Auditor eksternal pemerintah yang diimplementasikan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan pasal 23E 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) merupakan lembaga tinggi 

negara yang bebas dan mandiri serta termasuk dalam sistem ketatanegaraan 

yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara, yang didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara menjelaskan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintah negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Menurut Undang-

Undang RI Nomor 15 tahun 2006 BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
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Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan dalam 

mencapai misi dan tujuan organisasi.  Pengaplikasian tanggung jawab tersebut 

dapat dilihat dari Laporan Kinerja BPK. 

Gambar I.3 

Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2016 s.d 2019 

Sumber: diolah dari Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan  

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi 

Sumatera Selatan, dapat dilihat bahwa kinerja BPK RI Perwakilan Sumatera 

Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terlihat dimulai  dari data  

tahun 2016 jumlah skor kinerja yang diperoleh adalah sebesar 100,32 dan pada 

tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2.19 sehingga menjadi 98,13. Pada 

tahun 2018 skor kinerja mengalami penurunan menjadi 97,42 dan pada tahun 

2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,06 sehingga menjadi 
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95,36. Penurunan skor kinerja BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan membuat 

kekhawatiran, seharusnya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang 

memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kinerja BPK, dalam 

hal ini pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera 

Selatan, serta BUMD dan lembaga yang terkait di lingkungan entitas tersebut 

mampu menerapkan peran strategis tersebut dengan mengimplementasikan ke 

dalam hasil kinerja yang baik. 

Upaya-upaya yang dilakukan entitas untuk meningkatkan kinerja tidak 

akan tercapai jika dalam suatu entitasnya masih terdapat tindakan-tindakan 

kecurangan. Salah satu kemampuan yang mendukung auditor dalam 

menjalankan tugas auditnya berupa mencegah indikasi terjadinya fraud, yakni 

auditor harus mengerti dan memahami ruang lingkup kecurangan. Penerapan 

untuk perbaikan efek jera dan memperkecil kerugian akibat kecurangan jika 

ada indikasi kuat bahwa terjadinya suatu kecurangan, maka seorang auditor 

harus memiliki sikap independensi. Menurut Mulyadi (2013: 26-27) 

independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak terpengaruh pada orang lain. Independensi 

juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan 

fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor 

dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 
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Mathius (2016: 156) auditor dalam menjalankan tugasnya, khususnya 

dalam mencegah kecurangan perlu didukung oleh sikap kompetensi. 

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman 

sehingga auditor yang berkompeten adalah auditor yang memiliki 

pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar 

bisa berhasil mengerjakan pekerjaan auditnya. Oleh karena itu, auditor harus 

mempunyai kompetensi yang baik agar tidak gagal dalam mencegah indikasi 

gejala-gejala kecurangan, dan apabila kecurangan tersebut dapat tercegah, 

auditor tidak ikut menyembunyikan kecurangan tersebut.  

Selain kompetensi auditor, penerapan proactive fraud audit pada 

pencegahan fraud sangatlah penting, proactive fraud audit sebagai proses audit 

yang dilaksanakan atas indikasi fraud sebelum tindakan fraud tersebut terjadi 

untuk menemukan kemungkinan adanya suatu kecurangan atau kejahatan 

secara lebih dini sebelum berkembang menjadi kecurangan yang lebih besar 

lagi dengan demikian efektifitas pengungkapan dan pencegahan kecurangan 

akan memberikan nilai tambah untuk recovery kerugian yang terjadi. BPKP 

(2019: 45) proactive auditing adalah proses mencari, menemukan, 

mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara 

sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen yang ditujukan untuk 

pencegahan fraud. Proactive audit merupakan suatu proses audit yang 

dilaksanakan atas indikasi fraud sebelum tindakan fraud tersebut terjadi atau 

belum memenuhi seluruh ‘unsur’ tindak pidana atau dalam rangka 

meminimalisasi dampak dari tindakan fraud; baik dampak keuangan maupun 
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dampak non-keuangan. Zimbleman, et al (2014: 454) organisasi yang 

melakukan audit kecurangan secara proaktif meningkatkan kesadaran di antara 

pegawai bahwa tindakan mereka selalu ditinjau, dengan meningkatnya 

ketakutan akan terungkap, auditing secara proaktif mengurangi perilaku 

kecurangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Made (2019), Yayuk dan 

Hayati (2014), Made dan Gede (2016) menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh  terhadap pencegahan fraud. Namun berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Christine dan David (2020), I Komang, dkk 

(2020) menyatakan independensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud). 

Penelitian yang dilakukan oleh Made dan Gede (2016), Marcellina dan 

Sugeng (2009), menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan dan penelitian Hernawari Kadir (2017) menyatakan 

bahwa kompetensi auditor berpengaruh namun tidak signifikan. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiana dan Cahyo (2018), Nurul 

Huda, dkk (2018) menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pencegahan kecurangan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Made, dkk (2017), I 

Kadek (2017), dan Anantawikrama, dkk (2019) menyatakan bahwa proactive 

fraud audit berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Irna, dkk (2019) yang menyatakan bahwa 

proactive fraud audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. 
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Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 BPK 

memeriksa 89 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) Tahun 2019, 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 

(LKKL) Tahun 2019, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 

(LKBUN) Tahun 2019, serta 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar 

Negeri (LKPHLN) Tahun 2019. BPK memeriksa 86 (LKKL) Tahun 2019 dan 

1 (LKBUN) Tahun 2019. Hasil pemeriksaan mengungkapkan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) atas 83 LKKL dan 1 (LKBUN), opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan 

Pendapat (TMP) atas 1 (LKKL) Hasil pemeriksa tersebut tidak termasuk LK 

BPK Tahun 2019 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh 

opini WTP. ( www.bpk.go.id ) 

Fenomena yang terjadi di Sumatera Selatan yakni Kantor Badan 

Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumsel di 

Jalan Demang Lebar Daun pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 didatangi tak 

kurang dari 100-an massa. Kedatangan massa yang diantaranya mak-mak ini 

mengatas namakan elemen dari Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumsel, ini 

kali kedua mereka menggeruduk kantor BPK RI Perwakilan Sumsel setelah 

beberapa waktu yang lalu masih dengan tuntutan yang sama. Mereka mendesak 

BPK RI Perwakilan Sumsel untuk bersikap transparan membuka hasil audit 

terhadap sejumlah proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Mara (PUBM) 

Sumsel. Menurut koordinator MMK Sumsel, Arifin pasalnya dari informasi 

yang diterima berdasarkan audit yang telah dilakukan BPK ada sejumlah 

http://www.bpk.go.id/
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kelebihan nilai volume pekerjaan yang harus dikembalikan dan itu nilainya 

mencapai miliaran rupiah. Semua proyek jalan beton di Kabupaten/Kota 

terutama di Kabupaten Ogan Ilir (OI dan Kabupaten OKU Timur (OKUT) yang 

nilai proyek-proyeknya diatas Rp10 miliar lebih bahkan ada yang mencapai 

Rp70 miliar, diduga ada indikasi penyimpangan. Selain itu, peningkatan jalan 

Dabu Rejo-Batas Kabupaten OKU Timur sebesar kurang lebih Rp25 miliar dan 

peningkatan jalan Kurungan Nyawa-Gumawang (DAK) sebesar kurang lebih 

Rp74 miliar. Arifin mempertanyakan berapa besaran kelebihan volume yang 

harus dikembalikan, dan mewanti-wanti jangan sampai ada indikasi 

penyimpangan. Ia mencontohkan, misalnya proyek A ada temuan harus 

mengembalikan Rp18 miliar dan ternyata ada indikasi cuma dikembalikan 

sekitar Rp1,9 miliar hingga Rp5 miliar, kemudian diproyek B ada dugaan 

temuan yang harus mengembalikan Rp12 miliar ternyata ada indikasi cuma 

dikembalikan sekitar Rp1,8 miliar atau Rp3 miliar. Arifin mengatakan jangan 

ada indikasi kongkalingkong antara oknum BPK dan pemborong, apabila ada 

temuan dan terjadi indikasi penyimpangan MMK Sumsel meminta audit ulang 

hasil temuan BPK. (www.sumeks.com)  

Selanjutnya, kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah 

Sumatera Selatan hingga kini masih jalan di tempat lantaran hasil auditnya 

sudah hampir setahun tak kunjung keluar, seperti kasus TPU Baturaja, BNI, 

BSB, Korupsi Pembangunan gerbang Kota Palembang, Samsat Palembang dan 

kasus korupsi lainnya. Indra Zuardi selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan 

Sumatera Selatan juga menyatakan bahwa lambannya BPK dan BPKP dalam 

http://www.sumeks.com/
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melakukan audit terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Sumatera Selatan 

yang juga perlu dipertanyakan. Terlebih dengan UU Keterbukaan Publik, 

BPKP dan BPK harus transparan dalam memberikan hasil audit yang telah 

dilakukan kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, situs 

resmi BPK dan BPKP maupun ditempel. ( www.sumsel.tribunnews.com ) 

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson menyatakan 

bahwa antara tahun 2015 hingga mei 2017, terdapat enam kasus suap yang 

melibatkan 23 auditor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), enam 

kasus suap itu melibatkan Komisi Pemilihan Umum, pemerintah Bekasi, 

pemerintah Tomohon, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proyek E-

KTP di Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir Kementerian Desa 

Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tiga kasus suap untuk 

mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 1 kasus suap untuk 

mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, 1 kasus suap untuk 

mengubah hasil temuan BPK, dan 1 kasus suap untuk membantu kelancaran 

proses audit, pada kasus-kasus tersebut, nilai suap terkecil adalah Rp80 juta per 

orang sedangkan yang terbesar adalah Rp1,6 miliar. ( www.kompas.com ) 

Kasus selanjutnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal 

Djalil mengklaim tidak pernah ada perubahan dari hasil pemeriksaan terhadap 

Direktorat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR. Hal 

tersebut diungkapkan mengacu pada kasus dugaan suap terkait proyek SPAM 

di Kementerian PUPR yang menjerat dirinya sebagai tersangka KPK. Rizal 

mengatakan bahwa tidak ada satu huruf pun satu angka pun yang ia ubah 

http://www.sumsel.tribunnews.com/
http://www.kompas.com/
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kebenarannya, untuk memperkuat klaimnya, ia menunjukkan berkas LPH 

(laporan hasil pemeriksaan) terhadap Direktorat SPAM kepada para wartawan 

peliput di KPK. Dalam kasus ini, KPK menduga ada perubahan hasil 

pemeriksaan terhadap Direktorat SPAM yang dilakukan BPK. Awalnya 

pemeriksaan menemukan adanya penyelewengan dana sebesar Rp18 miliar, 

namun temuan kemudian berubah menjadi Rp4,2 miliar. Pemeriksaan tersebut 

dilakukan BPK berdasarkan Surat Tugas BPK RI tertanggal 21 Oktober 2016 

yang ditandatangani dalam kapasitas sebagai anggota IV BPK. Menanggapi 

dugaan terkait pemanggilan pejabat ke BPK, Rizal mengatakan menurut UU 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara, pejabat yang menjalani pemeriksaan wajib menindaklanjuti 

rekomendasi dalam LPH. (www.cnnindonesia.com ) 

Fenomena yang terjadi pada pertengahan 2017 yakni suap opini WTP 

yang mengkhawatirkan. Pusat Kajian Keuangan Negara menyayangkan 

adanya penangkapan auditor utama Keuangan Negara III BPK RI yang diduga 

terkait kenaikan status dari WDP ke WTP di Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Dua auditor yang diamankan 

KPK adalah Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dan Plt 

Kepala Auditorat di Auditorat Keuangan Negara III Ali Sadli. Menurut Adi 

Prasetyo selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, peristiwa 

itu merupakan fenomena yang menjadi pukulan dan evaluasi internal bagi 

lembaga audit BPK RI. Khususnya, dalam menegakkan akuntabilitas sesuai 

prinsip independensi, integritas, dan profesional. Fenomena ini sebenarnya 

http://www.cnnindonesia.com/
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mengkhawatirkan sebagai institusi pengawasan keuangan, BPK harusnya 

menjadi ujung tombak atas tata kelola anggaran di APBN. 

(www.republika.co.id) 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan 

kejadian suap yang menimpa auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 

diduga terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

untuk laporan keuangan Kementerian Desa PDTT. Sri Mulyani menilai 

kemitraan antara Kementerian Lembaga dengan BPK sudah terjalin dengan 

baik dan profesional, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

untuk pertama kalinya dalam 12 tahun mendapat opini WTP. Untuk itu, apabila 

terdapat upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian 

opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu, Sri Mulyani meminta 

aparat hukum untuk mengusut tuntas. Terkait pemberian opini WTP, Sri 

Mulyani mengharapkan status tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh 

Kementerian Lembaga agar penyusunan LKPP makin berkualitas dan 

penggunaan dana APBN dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam 

kesempatan terpisah, anggota BPK Agung Firman Sampurna berupaya 

meyakinkan masyarakat bahwa opini yang diberikan atas laporan keuangan 

terhadap pemerintah pusat maupun daerah sudah melalui sistem yang teruji 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi 

tangkap tangan (OTT) terhadap dua auditor BPK, atas dugaan penyuapan 

terkait pemberian opini WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi. ( www.republika.co.id ) 

http://www.republika.co.id/
http://www.republika.co.id/
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Fenomena yang didapat dari kasus diatas banyak menimbulkan 

pertanyaan, melihat masih banyaknya terjadi kasus penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi ditambah dengan skor kinerja BPK RI Perwakilan 

Sumatera Selatan yang dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami 

penurunan yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan, 

bagaimana kinerja auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan tentang 

penanganan kasus korupsi dan kecurangan, dengan adanya fenomena tersebut 

terkait kasus kecurangan, menyebabkan kepercayaan publik akan kemampuan 

auditor menjadi menurun, mengapa auditor eksternal yang diimplementasikan 

oleh BPK gagal dalam mencegah kecurangan laporan keuangan seperti contoh 

kasus diatas. Seharusnya auditor pemerintah yakni BPK yang bertugas dalam 

audit sektor pemerintahan mampu menjalankan proses pengauditan dan 

pemeriksaan secara tepat dalam mencegahan indikasi kecurangan yang terjadi, 

sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti diatas. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Independensi, Kompetensi 

Auditor, Proactive Fraud Audit Terhadap Pencegahan Fraud” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh 

Independensi, Kompetensi Auditor dan Proactive Fraud Audit terhadap 

Pencegahan Fraud ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi auditor, proactive fraud 

audit terhadap pencegahan fraud. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, pemahaman dan 

wawasan pengaruh independensi, kompetensi auditor, proactive fraud audit 

terhadap pencegahan fraud. 

2. Bagi Auditor Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para auditor dalam 

melaksanakan tugasnya selain mematuhi standar umum audit juga harus 

senantiasa meningkatkan independensi, kompetensi auditor, proactive fraud 

audit terhadap pencegahan fraud agar dapat meminimalisir fraud sehingga 

menghasilkan pemeriksaan yang tepat dan akurat. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan referensi 

tambahan menambah ilmu pengetahuan untuk para peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti agar menjadi acuan atau kajian serta pertimbangan tentang hal 

serupa dimasa yang akan datang. 
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